Analisis Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Mamuju Utara Periode Tahun 2004-2013 by Mahyuddini, M. (Mahyuddin)
 23 
ANALISIS PENDAPATAN ASLI DAERAH KABUPATEN MAMUJU UTARA 
PERIODE TAHUN 2004-2013 
 
Mahyuddin 
  ayubmahyudin@gmail.com                                                                                           
 (Mahasiswa Program Studi Magister Pembangunan Wilayah Pedesaan Pascasarjana Universitas Tadulako) 
 
 
Abstract                                                                                                                               
This study aims to: (1) to acknowledge and analyze the achievements of Local Revenue 
(PAD) North Mamuju regency year period from 2004 to 2013; and (2) To determine and analyze 
the financial condition of local government district of North Mamuju dependency ratios in terms of 
regional financial and local self-reliance ratio to achieve financial independence of North Mamuju 
regency over the period 2004-2013. There are several tools of analysis are used in this study, such 
as, trend analysis, regional financial dependency ratio (RKKD), and the regional financial 
independence ratio analysis. The results provide the conclusion that: (1) The achievement of the 
locally generated revenues of the North Mamuju regency in the period between 2004 and 2013 
experienced a growth trend in each year; and (2) the financial condition of the North Mamuju 
government in order to achieve financial independence for the period 2004 to 2013 was assessed by 
the assessment criteria are in a good financial condition. It gives the sense that the level of 
dependency of the North Mamuju government regency to the central government aid is low, marked 
with a small proportion of their locally generated revenue (PAD) to the regional fund balance. 
Keywords: elements of locally generated revenues, general allocation fund. 
 
Salah satu wujud demokrasi ekonomi 
adalah terselenggaranya otonomi daerah 
dengan tujuan agar pembangunan di daerah 
berjalan seiring dengan pembangunan pusat. 
Ini merupakan bentuk koreksi atas 
pelaksanaan pembangunan yang selama ini 
menitikberatkan hanya dipusat pemerintahan 
dan kurang memperhatikan daerah. Dengan 
kebijakan yang sentralistik ini menyebabkan 
terjadinya disparitas dan ketidak seimbangan 
pelaksanaan pembangunan di pusat dan 
daerah. Akibatnya hampir seluruh potensi 
pembangunan di daerah tersedot ke pusat 
sehingga daerah tidak mampu berkembang 
secara memadai. Jadi dengan otonomi daerah 
terkandung maksud untuk memperbaiki 
kekeliruan selama ini dengan cara 
memberikan peluang kepada daerah untuk 
mendapatkan dana lebih besar dan kebebasan 
untuk mengelolanya sendiri 
Munculnya Undang-Undang Nomor 
32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah 
dan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 
tentang Perimbangan Keuangan Antara Pusat 
dan Daerah, adalah jawaban atas 
permasalahan tersebut. Dengan demikian 
ideologi politik dan struktur pemerintahan 
negara akan lebih bersifat desentralisasi 
dibanding dengan struktur pemerintahan 
sebelumnya yang bersifat sentralisasi 
(Suparmoko, 2001:32). Maka sudah saatnya 
bagi pemerintah Indonesia untuk 
melaksanakan sistem pemerintahan yang 
meletakkan peranan pemerintah daerah pada 
posisi yang sangat krusial dalam 
meningkatkan kesejahteraan warganya. 
Pemberian kewenangan yang luas, 
nyata dan bertanggung jawab yang tersirat 
dalam perundangan tersebut, adalah 
pencerminan proses demokratisasi dalam 
pelaksanaan otonomi daerah untuk membantu 
pemerintah pusat dalam menyelenggarakan 
pemerintahan di daerah dengan titik berat 
kepada pemerintah kabupaten/kota. Secara 
yuridis pelaksanaan otonomi yang luas dan 
nyata tersebut bukan merupakan kelanjutan. 
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Tetapi secara faktual empiris, merupakan 
kesinambungan dari pelaksanaan otonomi 
daerah berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 
Tahun 1974 dan bahkan peraturan 
sebelumnya. Jadi tujuan kebijakan 
desentralisasi adalah mewujudkan keadilan 
antara kemampuan dan hak daerah, 
peningkatan pendapatan asli daerah dan 
pengurangan subsidi dari pusat, mendorong 
pembangunan daerah sesuai dengan aspirasi 
masing-masing daerah (Saragih, 2003:18). 
Menghadapi implementasi undang-
undang tersebut, salah satu hal yang perlu 
dipersiapkan adalah penentuan kekhasan 
daerah yang merupakan unggulan dengan 
potensi sumber daya manusia, kelembagaan 
dan sumberdaya fisik lokal sebagai modal 
untuk peningkatan kegiatan ekonomi. 
Pemerintah daerah dituntut siap untuk 
menerima beban dan tanggung jawab dalam 
mengatur dan mengurus rumah tangganya 
sendiri. Artinya bahwa kabupaten/kota 
didorong dan harus mampu meningkatkan 
kemampuan dalam memanfaatkan peluang 
yang ada, serta menggali sumber-sumber baru 
yang potensial untuk meningkatkan 
penerimaan daerah. 
Kewenangan yang begitu luas 
tentunya akan membawa konsekuensi-
konsekuensi tertentu bagi daerah untuk 
menjalankan kewenangannya itu. Salah satu 
konsekuensinya adalah bahwa daerah harus 
mampu membiayai semua kegiatan 
pemerintahan dan pembangunan yang 
menjadi kewenangannya. Sejalan dengan hal 
tersebut, Koswara (2000:5) menyatakan 
bahwa daerah otonom harus memiliki 
kewenangan dan kemampuan untuk menggali 
sumber-sumber keuangannya sendiri, 
mengelola dan menggunakan keuangan 
sendiri yang cukup memadai untuk 
membiayai penyelenggaraan pemerintahan 
daerahnya. Ketergantungan kepada bantuan 
pusat harus ditekan seminimal mungkin, 
sehingga Pendapatan Asli Daerah (PAD) 
harus menjadi bagian sumber keuangan 
terbesar, yang didukung kebijakan 
perimbangan keuangan pusat dan daerah 
sebagai prasyarat mendasar dalam sistem 
pemerintahan negara. 
Isyarat bahwa Pendapatan Asli Daerah 
(PAD) harus menjadi bagian sumber 
keuangan terbesar bagi pelaksanaan otonomi 
daerah menunjukkan bahwa PAD merupakan 
tolak ukur terpenting bagi kemampuan daerah 
dalam menyelenggarakan dan mewujudkan 
otonomi daerah. Disamping itu, PAD juga 
mencerminkan kemandirian suatu daerah. 
Sebagaimana Santoso (2005:20) 
mengemukakan bahwa PAD merupakan 
sumber penerimaan yang murni dari daerah, 
yang merupakan modal utama bagi daerah 
sebagai biaya penyelenggaraan pemerintahan 
dan pembangunan daerah. Meskipun PAD 
tidak seluruhnya dapat membiayai total 
pengeluaran daerah, namun proporsi PAD 
terhadap total penerimaan daerah tetap 
merupakan indikasi derajat kemandirian 
keuangan suatu pemerintah daerah (Santoso, 
2005:21).      
Pendapatan Asli Daerah (PAD) 
meskipun diharapkan dapat menjadi sumber 
utama pembiayaan dalam penyelenggaraan 
pemerintahan dan pembangunan, pada saat ini 
kondisinya masih sangat kurang memadai. 
Dalam arti bahwa kontribusi yang dapat 
disumbangkan PAD terhadap Total 
Penerimaan Daerah (TPD) masih relatif kecil. 
Hal ini terungkap dari hasil penelitian Badan 
Litbang Depdagri bekerjasama dengan Fisipol 
Universitas Gadjah Mada (UGM) yang 
menunjukkan bahwa selama 5 tahun 
(1986/1987-1989/1990) sebagian besar daerah 
Kabupaten/Kota atau sebanyak 173 Daerah 
Kabupaten/Kota (59,25%) dari seluruh 
Indonesia mempunyai angka prosentase PAD 
terhadap total Penerimaan Daerah di bawah 
15%. 
Menurut Jaya (2006:5) beberapa hal 
yang dianggap menjadi penyebab utama 
rendahnya Pendapatan Asli Daerah (PAD) 
sehingga menyebabkan tingginya 
ketergantungan daerah terhadap pusat, yaitu: 
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1. Kurang berperannya Perusahaan Daerah 
sebagai sumber pendapatan daerah; 
2. Tingginya derajat sentralisasi dalam 
bidang perpajakan, karena semua jenis 
pajak utama yang paling produktif baik 
pajak langsung maupun pajak tidak 
langsung ditarik oleh pusat; 
3. Kendati pajak daerah cukup beragam, 
ternyata hanya sedikit yang dapat 
diandalkan sebagai sumber penerimaan; 
4. Alasan politis dimana banyak orang 
khawatir apabila daerah mempunyai 
sumber keuangan yang tinggi akan 
mendorong terjadinya disintegrasi dan 
separatisme; 
5. Kelemahan dalam pemberian subsidi 
Pemerintah Pusat kepada Pemerintah 
Daerah yang hanya memberikan 
kewenangan yang lebih kecil kepada 
Pemerintah Daerah merencanakan 
pembangunan di daerahnya.   
Indikator yang digunakan untuk 
mengukur kemampuan keuangan adalah rasio 
antara Pendapatan Asli Daerah (PAD) 
dibandingkan dengan pendapatan atau 
penerimaan daerah. PAD dapat dipandang 
sebagai pencerminan dari keikutsertaan 
daerah dalam membiayai penyelenggaraan 
pemerintahan serta pelaksanaan pembangunan 
di daerahnya. 
Insukrindro, dkk (2004:1) 
mengemukakan bahwa pendapatan asli daerah 
dapat dipandang sebagai salah satu indikator 
atau kriteria untuk mengukur ketergantungan 
suatu daerah kepada pemerintah pusat yang 
pada prinsipnya adalah semakin besar 
sumbangan pendapatan asli daerah kepada 
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah 
akan menunjukkan semakin kecilnya 
ketergantungan daerah kepada Pemerintah 
Pusat. 
Persoalan kemandirian pemerintah 
daerah Kabupaten Mamuju Utara disebabkan 
oleh masalah makin membengkaknya biaya 
yang dibutuhkan pemerintah daerah untuk 
pelayanan publik, sementara laju 
pertumbuhan penerimaan daerah kurang 
dibanding dengan kebutuhan, sehingga terjadi 
kesenjangan fiskal di daerah. Berdasarkan 
data BPS. Kabupaten Mamuju Utara 
diketahui bahwa di Kabupaten Mamuju Utara, 
jumlah realisasi PAD pada tahun 2013 
Rp.49.l972.896,- dari jumlah seluruh 
pendapatan pada tahun 2013 dari realisasi 
Rp.101.370.790,- dimana jumlah PAD 
terhadap Total Pendapatan Daerah (TPD) 
Kabupaten Mamuju Utara hanya sebesar 
27,9%. Angka ini menggambarkan bahwa 
peran PAD sebagai sumber utama 
pelaksanaan otonomi masih rendah, karena 
sebagian besar penerimaan daerah sebesar 
72,06% masih berasal dari sumber lain di luar 
PAD yang mencerminkan tingkat 
kemandirian atau DOF (Derajat Otonomi 
Fiskal) Kabupaten Mamuju Utara tergolong 
rendah (Sumber: BPS. Kabupaten Mamuju 
Utara, tahun 2013).    
Peningkatan kapasitas fiskal daerah 
Kabupaten Mamuju Utara pada dasarnya 
adalah optimalisasi sumber-sumber 
penerimaan daerah yang salah satunya adalah 
Peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD). 
Langkah penting yang harus dilakukan 
pemerintah daerah untuk meningkatkan 
penerimaan daerah adalah menghitung 
potensi pendapatan asli daerah yang riil 
dimiliki daerah Kabupaten Mamuju Utara. 
Untuk itu diperlukan metode penghitungan 
potensi pendapatan asli daerah yang 
sistematis dan rasional dimana pendapatan 
asli daerah kabupaten merupakan indikator 
bagi pengukuran tingkat kemampuan 
keuangan daerah dan tingkat kemandirian 
daerah. 
Berdasarkan uraian di atas, tercermin 
bahwa salah satu ukuran kemampuan 
Pemerintah Daerah Kabupaten Mamuju Utara 
untuk melaksanakan otonomi daerah adalah 
dengan melihat besar kecilnya potensi 
Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang dimiliki. 
Dengan potensi PAD yang relatif kecil akan 
sulit bagi Pemerintah Daerah Kabupaten 
Mamuju Utara untuk melaksanakan proses 
penyelenggaraan pemerintahan dan 
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pembangunan secara mandiri, tanpa didukung 
oleh pihak lain (dalam hal ini Pemerintah 
Pusat dan Propinsi). Padahal dalam 
pelaksanaan otonomi ini, daerah dituntut 
untuk mampu membiayai dirinya sendiri.  
Berdasarkan pada latar belakang 
penelitian di atas, maka dirumuskan masalah 
dalam penelitian ini sebagai berikut: 
1. Bagaimana capaian Pendapatan Asli 
Daerah (PAD) di Kabupaten Mamuju 
Utara periode tahun 2004-2013 ? 
2. Bagaimana kondisi keuangan pemerintah 
daerah Kabupaten Mamuju Utara ditinjau 
dari Rasio Ketergantungan Keuangan 
Daerah dan Rasio Kemandirian Daerah 
dalam mewujudkan kemandirian keuangan 
Kabupaten Mamuju Utara periode tahun 
2004-2013 ?  
 
METODE 
 
Bila ditinjau dari tujuan penelitian, 
maka jenis penelitian ini adalah penelitian 
eksplanatory karena berupaya 
mengembangkan konsep dan fakta secara 
mendalam untuk menjawab pertanyaan, 
bagaimana capaian Pendapatan Asli Daerah 
(PAD) di Kabupaten Mamuju Utara periode 
tahun 2004-2013, dan bagaimana kondisi 
keuangan pemerintah daerah Kabupaten 
Mamuju Utara ditinjau dari Rasio 
Ketergantungan Keuangan Daerah dan Rasio 
Kemandirian Daerah dalam mewujudkan 
kemandirian keuangan Kabupaten Mamuju 
Utara periode tahun 2004-2013. 
Teknik analisis data yang digunakan 
terdiri dari analisis Trend, analisis Rasio 
Ketergantungan Keuangan Daerah (RKKD), 
dan analisis Rasio Kemandirian Keuangan 
Daerah. Analisis Trend dalam penelitian ini 
digunakan untuk mengetahui dan 
menganalisis potensi Pendapatan Asli Daerah 
(PAD) Kabupaten Mamuju Utara. Analisis 
Trend memiliki fungsi memberikan 
peramalan tentang capaian Pendapatan Asli 
Daerah (PAD) Kabupaten Mamuju Utara di 
masa-masa mendatang.  
Sedangkan untuk mengetahui dan 
menganalisis kondisi keuangan pemerintah 
daerah Kabupaten Mamuju Utara ditinjau dari 
Rasio Ketergantungan Keuangan Daerah dan 
Rasio Kemandirian Daerah dalam 
mewujudkan kemandirian keuangan 
Kabupaten Mamuju Utara periode tahun 
2004-2013 digunakan analisis berikut: 
 
1. Rasio Ketergantungan Keuangan Daerah 
(RKKD), dihitung dengan cara 
membandingkan jumlah Pendapatan Asli 
Daerah yang diterima oleh dengan total 
penerimaan daerah APBD tanpa subsidi 
(Mahmudi, 2009). Rasio ini dirumuskan 
sebagai berikut:  
 
RKKD= 
Subsidi Tanpa APBD Penerimaan Total
Daerah Asli Pendapatan
x 100% 
 
Kriteria untuk menetapkan ketergantungan 
keuangan daerah dapat dikategorikan seperti 
Tabel 1 berikut ini: 
                   
                   Tabel 1. Kriteria Penilaian Ketergantungan Keuangan Daerah 
Persentase PAD terhadap 
Total Penerimaan APBD Non Subsidi (%) 
Ketergantungan 
Keuangan Daerah 
00,01 – 10,00 
10,01 – 20,00 
20,01 – 30,00 
30,01 – 40,00 
40,01 – 50,00 
> 50,01 
Sangat Rendah 
Rendah 
Sedang 
Cukup 
Tinggi 
Sangat Tinggi 
                 Sumber: TIM Litbang Depdagri-Fisipol UGM 
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2. Rasio Kemandirian Keuangan Daerah, 
dihitung dengan cara membandingkan 
jumlah penerimaan Pendapatan Asli 
Daerah dibagi dengan Dana Perimbangan 
dari pemerintah pusat dan provinsi 
(Mahmudi, 2009). Rasio ini dirumuskan 
sebagai berikut: 
 
Rasio Kemandirian =  
nPerimbanga Dana
Daerah Asli Pendapatan
 x 100%         
 
Kriteria untuk menetapkan kemandirian 
keuangan daerah dapat dikatagorikan 
seperti Tabel 2 berikut ini: 
            Tabel 2. Kriteria Penilaian Kemandirian Keuangan Daerah 
Persentase PAD terhadap 
Dana Perimbangan (%) 
Kemandirian 
Keuangan Daerah 
00,01 – 10,00 
10,01 – 20,00 
20,01 – 30,00 
30,01 – 40,00 
40,01 – 50,00 
> 50,01 
Sangat Baik 
Baik 
Sedang 
Cukup 
Kurang 
Sangat Kurang 
Sumber: TIM Litbang Depdagri-Fisipol UGM 
 
HASIL DAN PEMBAHASAN 
 
Hasil 
 
Pajak Daerah 
Pajak daerah merupakan sumber 
penerimaan utama bagi suatu daerah sehingga 
sangat diharapkan penerimaan dari sektor 
pajak daerah ini dapat memberikan kontribusi 
yang cukup besar terhadap PAD. Besarnya 
kontribusi pajak daerah terhadap PAD 
Kabupaten Mamuju Utara mengalami 
peningkatan dalam setiap tahunnya, seperti 
terlihat pada Tabel 3 berikut ini: 
             
Tabel 3. Kontribusi Pajak Daerah Terhadap PAD Kabupaten Mamuju Utara 
                           Periode Tahun 2004-2013 
 
Nomor 
 
Tahun 
Realisasi Kontribusi Pajak Daerah 
terhadap PAD (%) Pajak Daerah PAD 
1. 2004 828.114.954,00 4.409.727.931,00 18,78 
2. 2005 984.336.811,00 5.859.221.982,15 16,80 
3. 2006 1.212.439.050,00 5.562.886.681,00 21,80 
4. 2007 1.091.804.003,00 5.593.786.641,18 19,52 
5. 2008 993.709.144,00 5.599.052.558,12 17,75 
6. 2009 1.452.698.238,34 8.470.020.013,08 17,15 
7. 2010 1.189.663.735,05 5.659.027.827,15 21,02 
8. 2011 1.814.221.169,00 9.091.386.734,01 19,96 
9. 2012 3.198.984.358,33 11.782.663.308,67 27,15 
10. 2013 4.886.351.158,15 15.390.772.753,65 31,75 
          Sumber: Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Mamuju Utara, data diolah 2014. 
 
Tabel 3 menunjukkan bahwa hasil 
penerimaan pajak daerah dari tahun 2004 
sampai dengan 2013 kontribusinya terhadap 
sumber PAD Kabupaten Mamuju Utara 
berfluktuasinya dalam setiap tahunnya, 
dimana pada tahun 2004 hanya sebesar 
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18,78% sedangkan pada tahun 2013 
meningkat menjadi sebesar 31,75%. Bila 
dilihat pertahunnya, untuk tahun 2004-2006 
kontribusi pajak daerah terhadap PAD 
cenderung berfluktuasi dalam setiap tahunnya 
masing-masing sebesar 18,78%, 16,80%, dan 
21,80%. Namun demikian, di tahun 2007-
2009 kontribusi pajak daerah terhadap PAD 
mengalami penurunan setiap tahunnya 
masing-masing sebesar 19,52%, 17,75% dan 
17,15%. Setelah memasuki tahun 2010 
kontribusi pajak daerah terhadap PAD 
kembali mengalami peningkatan sebesar 
21,02% dan kembali turun sebesar 19,96% di 
tahun 2011. Memasuki periode tahun 2012 
dan 2013 kontribusi pajak daerah terhadap 
PAD secara berturut-turut kembali mengalami 
peningkatan sebesar 27,15% dan 31,75%. 
Berdasarkan pemaparan di atas, 
terlihat bahwa kontribusi tertinggi pajak 
daerah terhadap PAD Kabupaten Mamuju 
Utara terjadi di tahun 2013 dengan nilai 
kontribusi sebesar 31,75%. Tingginya nilai 
kontribusi pajak daerah terhadap PAD 
Kabupaten Mamuju Utara di tahun 2013, 
disebabkan karena tingginya nilai realisisasi 
pos-pos (sumber-sumber) penerimaan dari 
sektor pajak daerah hingga jauh melampaui 
target penerimaan atau nilai persentase 
penerimaannya di atas 100,00%, dengan 
rincian pajak daerah mencapai 155,63%, 
pajak restoran/rumah makan, kantin, kafe 
mencapai 133,13%, pajak hiburan mencapai 
137,50%, pajak reklame papan/bilboard, neon 
box, kain, stiker mencapai 152,50%, pajak 
mineral bukan logam mencapai 147,41%, 
pajak penerangan jalan mencapai 147,52%, 
dan pajak BPHTB mencapai 141,12%.    
  
Retribusi Daerah 
Retribusi daerah merupakan sumber 
penerimaan PAD kedua di Kabupaten 
Mamuju Utara setelah pajak daerah. Adapun 
sumber penerimaan dari sektor retribusi 
daerah berdasarkan data dari Dinas 
Pendapatan Daerah Kabupaten Mamuju Utara 
ini adalah: 1) Retribusi Pelayanan kesehatan; 
2) Retribusi Pemakaian kekayaan daerah; 3) 
Retribusi pengujian kapal perikanan; 4) 
Retribusi jasa usaha pasar grosir/pertokoan; 5) 
Retribusi jasa usaha pelayanan pelabuhan 
laut; 6) Retribusi penjualan produksi usaha 
daerah; dan 7) Retribusi izin trayek. 
Besarnya kontribusi retribusi daerah 
terhadap PAD Kabupaten Mamuju Utara 
cenderung mengalami fluktuasi dalam setiap 
tahunnya, seperti terlihat pada Tabel 4 berikut 
ini: 
         
          Tabel 4.  Kontribusi Retribusi Daerah Terhadap PAD Kabupaten Mamuju Utara 
                         Periode Tahun 2004-2013 
 
Nomor 
 
Tahun 
Realisasi Kontribusi Retribusi 
Daerah terhadap PAD (%) Retribusi Daerah PAD 
1. 2004 607.254.901,00 4.409.727.931,00 13,77 
2. 2005 856.436.509,00 5.859.221.982,15 14,62 
3. 2006 838.917.009,00 5.562.886.681,00 15,08 
4. 2007 950.096.284,00 5.593.786.641,18 16,98 
5. 2008 1.061.275.559,00 5.599.052.558,12 18,95 
6. 2009 1.008.332.035,00 8.470.020.013,08 11,90 
7. 2010 801.114.625,00 5.659.027.827,15 14,16 
8. 2011 1.022.058.200,00 9.091.386.734,01 11,24 
9. 2012 2.355.438.800,00 11.782.663.308,67 19,99 
10. 2013 2.533.240.575,00 15.390.772.753,65 16,46 
          Sumber: Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Mamuju Utara, data diolah 2014. 
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Tabel 4 menunjukkan bahwa hasil 
penerimaan retribusi daerah dari tahun 2004 
sampai dengan 2013 kontribusinya terhadap 
sumber PAD Kabupaten Mamuju Utara 
cenderung berfluktuasi dalam setiap 
tahunnya, dimana kontribusi terendah 
retribusi daerah terhadap PAD terjadi pada 
tahun 2011 hanya sebesar 11,24% dan 
kontribusi tertinggi retribusi daerah terhadap 
PAD terjadi pada tahun 2012 yaitu sebesar 
19,99%. Bila dilihat secara nominalnnya, ada 
peningkatan realisasi retribusi daerah di tahun 
2013 sebesar Rp.2.533.240.575,00 
dibandingkan tahun 2012 sebesar 
Rp.2.355.438.800,00 namun tingkat 
kontribusinya terhadap PAD turun menjadi 
16,46% lebih rendah dibandingkan tahun 
2012 yang sebesar 19,99%. Penurunan tingkat 
persentase kontribusi retribusi daerah 
terhadap PAD di tahun 2013 ini disebabkan 
karena kenaikan nominal retribusi daerah 
tidak sebanding dengan kenaikan nominal 
PAD di tahun 2013. Sebaliknya, di tahun 
2010 terjadi penurunan realisasi retribusi 
daerah sebesar Rp.801.114.625,00 dari tahun 
2009 sebesar Rp.1.008.332.035,00 namun 
tingkat kontribusinya terhadap PAD 
meningkat sebesar 14,16% dari tahun 2009 
sebesar 11,90%.  
Berdasarkan pemaparan di atas, 
terlihat bahwa kontribusi tertinggi retribusi 
daerah terhadap PAD Kabupaten Mamuju 
Utara terjadi di tahun 2012 dengan nilai 
kontribusi sebesar 19,99%. Meskipun nilai 
kontribusi retribusi daerah terhadap PAD 
Kabupaten Mamuju Utara di tahun 2012 
tergolong tinggi, namun demikian proporsi 
penerimaan dari sektor retribusi daerah di 
tahun 2012 jumlahnya kecil karena tidak ada 
satupun pos-pos (sumber-sumber) penerimaan 
dari sektor retribusi daerah yang melampaui 
target penerimaan atau memiliki nilai 
persentase penerimaan di atas 100,00%.   
 
Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah   Yang 
Dipisahkan 
Sektor hasil pengelolaan kekayaan 
daerah yang dipisahkan sebagai sumber 
penerimaan PAD ketiga di Kabupaten 
Mamuju Utara setelah pajak daerah dan 
retribusi daerah bersumber dari bagian laba 
perusahaan milik daerah, bagian laba dari 
lembaga keuangan, bagian laba lembaga 
keuangan non bank dan bagian laba 
penyertaan modal atau investasi. Hasil 
pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan 
tidak banyak memberikan kontribusi terhadap 
PAD Kabupaten Mamuju Utara selama 
periode tahun penelitian dari tahun 2004 s/d 
2013 seperti terlihat pada Tabel 5 berikut ini:
Tabel 5.Kontribusi Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan 
Terhadap PAD Kabupaten Mamuju Utara 
Periode Tahun 2004-2013 
No Tahun 
Realisasi Kontribusi Hasil Pengelolaan 
Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan 
terhadap PAD (%) 
Hasil Pengelolaan Kekayaan 
Daerah Yang Dipisahkan 
PAD 
1. 2004 62.537.486,00 4.409.727.931,00 1,42 
2. 2005 84.616.813,00 5.859.221.982,15 1,44 
3. 2006 117.216.445,00 5.562.886.681,00 2,11 
4. 2007 136.664.914,18 5.593.786.641,18 2,44 
5. 2008 178.846.415,05 5.599.052.558,12 3,19 
6. 2009 467.309.284,80 8.470.020.013,08 5,52 
7. 2010 403.242.306,00 5.659.027.827,15 7,13 
8. 2011 481.331.893,00 9.091.386.734,01 5,29 
9. 2012 547.535.524,68 11.782.663.308,67 4,65 
10. 2013 646.929.753,00 15.390.772.753,65 4,20 
          Sumber: Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Mamuju Utara, data diolah 2014. 
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Tabel 5 menunjukkan bahwa hasil 
pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan 
selama periode tahun 2004 s/d 2013 tidak 
besar kontribusinya terhadap PAD Kabupaten 
Mamuju Utara namun persentase 
kontribusinya pada sebagian besar periode 
tahun penelitian mengalami peningkatan 
dalam setiap tahunnya. Peningkatan 
persentase kontribusi penerimaan dari sektor 
hasil pengelolaan kekayaan daerah yang 
dipisahkan terhadap PAD mengalami 
peningkatan setiap tahunnya dari tahun 2004 
sampai dengan 2010 dengan nilai persentase 
kontribusi terhadap PAD Kabupaten Mamuju 
Utara masing-masing sebesar 1,42%, 1,44%, 
2,11%, 2,44%, 3,19%, 5,52% dan 7,13%. 
Peningkatan ini bersumber dari meningkatnya 
realisasi penerimaan hasil pengelolaan 
kekayaan daerah yang dipisahkan dari bagian 
laba lembaga keuangan non bank dan bagian 
laba penyertaan modal atau investasi. Namun 
demikian di tahun 2011 s/d 2013 persentase 
kontribusi penerimaan hasil pengelolaan 
kekayaan daerah yang dipisahkan terhadap 
PAD berturut-turut mengalami penurunan 
dalam setiap tahunnya sebesar 5,29%, 4,65% 
dan 4,20%. Penurunan ini disebabkan karena 
pemerintah daerah kurang berkoordinasi 
dengan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), 
dimana badan ini merupakan sumber 
penerimaan untuk sektor hasil pengelolaan 
kekayaan daerah yang dipisahkan. Untuk itu 
upaya koordinasi perlu lebih ditingkatkan lagi 
agar sektor ini lebih banyak memberikan 
kontribusi terhadap PAD. 
Berdasarkan pemaparan di atas, 
terlihat bahwa kontribusi tertinggi hasil 
pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan 
terhadap PAD Kabupaten Mamuju Utara 
terjadi di tahun 2010 dengan nilai kontribusi 
sebesar 7,13%. Tingginya nilai kontribusi 
hasil pengelolaan kekayaan daerah yang 
dipisahkan terhadap PAD Kabupaten Mamuju 
Utara di tahun 2010, disebabkan karena target 
penerimaan dari pos Bagian laba atas 
Penyertaan Modal pada Bank Sulselbar 
seluruhnya terealisasi atau nilai persentase 
penerimaannya mencapai 100,00%.  
 
Lain-Lain PAD Yang Sah 
Jumlah persentase penerimaan dari 
sektor lain-lain PAD yang sah sebagai sumber 
penerimaan PAD keempat di Kabupaten 
Mamuju Utara setelah pajak daerah, retribusi 
daerah dan hasil pengelolaan kekayaan daerah 
yang dipisahkan cenderung fluktuatif. Sumber 
penerimaan dari sektor lain-lain PAD yang 
sah di Kabupaten Mamuju Utara berasal dari: 
1) Hasil penjualan kekayaan daerah yang 
tidak dapat dipisahkan secara tunai atau 
angsuran atau cicilan; 2) Jasa giro; 3) 
Pendapatan bunga; 4) Penerimaan atas 
tuntutan ganti kerugian daerah; 5) Penerimaan 
komisi, potongan ataupun bentuk lain sebagai 
akibat dari penjualan dan atau pengadaan 
barang dan atau jasa oleh daerah; 6) 
Pendapatan denda atas keterlambatan 
pelaksanaan pekerjaan; 7) Pendapatan denda 
pajak; 8) Pendapatan denda retribusi;  9) 
Pendapatan hasil eksekusi atas jaminan; 10) 
Pendapatan dari pengembalian; dan 11) 
Fasilitas sosial dan fasilitas umum. 
Kontribusi penerimaan dari sektor 
lain-lain PAD yang sah terhadap PAD 
Kabupaten Mamuju Utara selama periode 
tahun penelitian dari tahun 2004 s/d 2013 
dapat dilihat pada Tabel 6 berikut ini: 
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Tabel 6.  Kontribusi Lain-Lain PAD Yang Sah Terhadap PAD Kabupaten Mamuju Utara 
Periode Tahun 2004-2013 
 
No 
 
Tahun 
Realisasi Kontribusi Lain-Lain 
PAD Yang Sah 
terhadap PAD (%) 
Lain-Lain PAD 
Yang Sah 
PAD 
1. 2004 2.911.820.590,00 4.409.727.931,00 66,03 
2. 2005 3.933.831.849,15 5.859.221.982,15 67,14 
3. 2006 3.394.314.177,00 5.562.886.681,00 61,02 
4. 2007 3.415.221.440,00 5.593.786.641,18 61,05 
5. 2008 3.365.221.440,07 5.599.052.558,12 60,10 
6. 2009 5.541.680.454,94 8.470.020.013,08 65,43 
7. 2010 3.265.007.161,10 5.659.027.827,15 57,70 
8. 2011 5.773.775.472,01 9.091.386.734,01 63,51 
9. 2012 5.680.704.625,66 11.782.663.308,67 48,21 
10. 2013 7.324.251.267,50 15.390.772.753,65 47,59 
           Sumber: Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Mamuju Utara, data diolah 2014. 
 
Tabel 6 di atas menunjukkan bahwa 
persentase kontribusi penerimaan dari sektor 
lain-lain PAD yang sah terhadap PAD 
Kabupaten Mamuju Utara selama periode 
tahun 2004 s/d 2013 cenderung berfluktuasi 
dalam setiap tahunnya. Realisasi penerimaan 
dari sektor lain-lain PAD yang sah yang 
memiliki persentase kontribusi tertinggi 
terhadap PAD Kabupaten Mamuju Utara 
adalah di tahun 2005 dengan nilai kontribusi 
(67,14%), dan persentase kontribusi terendah 
lain-lain PAD yang sah terhadap PAD terjadi 
di tahun 2013 dengan nilai kontribusi hanya 
sebesar 47,59%.  
Tingginya kontribusi lain-lain PAD 
yang sah terhadap PAD Kabupaten Mamuju 
Utara di tahun 2005 disebabkan karena 
adanya peningkatan penerimaan dari beberapa 
pos (sumber) pada sektor lain-lain PAD yang 
sah hingga jauh melampaui target penerimaan 
atau di atas 100,00%, diantaranya jasa giro 
Bank Sulselbar (201,69%), sumbangan pihak 
ke-3 (CPO) (159,04%), pendapatan dari 
angsuran penjualan rumah dinas (160,00%), 
pendapatan bunga rekening (186,90%), dan 
pendapatan atas denda keterlambatan 
pelaksanaan pekerjaan (122,29%). 
 
Analisis Kontribusi PAD Terhadap APBD 
Kontribusi PAD terhadap APBD 
Kabupaten Mamuju Utara selama periode 
tahun penelitian dari tahun 2004 s/d 2013 
dapat dilihat pada Tabel 7 berikut ini: 
Tabel 7.  Kontribusi PAD Terhadap APBD Kabupaten Mamuju Utara 
Periode Tahun 2004-2013 
No Tahun 
Realisasi Kontribusi PAD 
terhadap APBD (%) PAD APBD 
1. 2004 4.409.727.931,00 133.647.390.264,00 3,30 
2. 2005 5.859.221.982,15 169.257.878.870,00 3,46 
3. 2006 5.562.886.681,00 296.781.312.145,60 1,87 
4. 2007 5.593.786.641,18 308.958.841.389,50 1,81 
5. 2008 5.599.052.558,12 348.359.959.461,75 1,61 
6. 2009 8.470.020.013,08 425.394.063.796,85 1,99 
7. 2010 5.659.027.827,15 438.875.511.960,00 1,29 
8. 2011 9.091.386.734,01 461.822.773.814,15 1,97 
9. 2012 11.782.663.308,67 481.344.609.743,00 2,45 
10. 2013 15.390.772.753,65 497.178.349.950,60 3,10 
           Sumber: Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Mamuju Utara, data diolah 2014. 
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Tabel 7 di atas menunjukkan bahwa 
selama periode tahun 2004-2013, kontribusi 
PAD terhadap pembiayaan dalam APBD 
Kabupaten Mamuju Utara pada tahun 2013 
hanya sebesar 3,10%, dan pada tahun-tahun 
sebelumnya kontribusi PAD terhadap APBD 
cenderung berfluktuasi dalam setiap 
tahunnya. Untuk tahun 2004 s/d 2008 
kontribusi PAD terhadap APBD mengalami 
penurunan dalam setiap tahunnya masing-
masing sebesar 3,30%, 3,46%, 1,87%, 1,81%, 
dan 1,61%. Untuk tahun 2009 kontribusi PAD 
terhadap APBD mengalami peningkatan dari 
tahun sebelumnya sebesar 1,99% dan kembali 
menurun di tahun 2010 sebesar 1,29%. 
Selanjutnya memasuki periode tahun 2011 
s./d 2013 kontribusi PAD terhadap APBD 
Kabupaten Mamuju Utara kembali 
mengalami peningkatan dalam setiap 
tahunnya masing-masing sebesar 1,97%, 
2,45% dan 3,10%. 
Hasil data di atas memberikan arti 
bahwa selama periode penelitian dari tahun 
2004 sampai dengan 2013 kontribusi PAD 
terhadap pembiayaan APBD Kabupaten 
Mamuju Utara baru mencapai 3%. Kondisi ini 
menunjukkan bahwa potensi PAD Kabupaten 
Mamuju Utara dari persentase yang diperoleh 
berdasarkan kemampuan Pendapatan Asli 
Daerah (PAD) masih sangat kecil hanya di 
bawah 5% kontribusi pembiayaannya pada 
belanja daerah. PAD belum mampu 
membiayai belanja daerah, dimana dikatakan 
bahwa PAD lebih kecil dibanding dengan 
belanja daerah. Hasil ini memberikan arti 
terlalu kecil persentase kontribusi PAD 
terhadap belanja daerah, sehingga semakin 
tinggi kontribusi pendapatan asli daerah dan 
semakin tinggi kemampuan daerah untuk 
membiayai kebutuhan daerah, karena 
sebagian besar pengeluaran APBD dibiayai 
dana alokasi dari pusat baik dalam bentuk 
dana alokasi umum dan dana alokasi khusus.  
 
Pembahasan 
 
Potensi (Capaian) Pendapatan Asli Daerah 
(PAD) di Kabupaten Mamuju Utara periode 
tahun 2004-2013 
Untuk mengetahui dan menganalisis 
potensi (capaian) Pendapatan Asli Daerah 
(PAD) Kabupaten Mamuju Utara periode 
tahun 2004-2013 maka digunakan analisis 
Trend. Analisis Trend dalam penelitian ini 
digunakan untuk mengetahui dan 
menganalisis potensi Pendapatan Asli Daerah 
(PAD) Kabupaten Mamuju Utara dengan 
memberikan peramalan tentang capaian 
Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten 
Mamuju Utara di masa-masa mendatang. 
Berdasarkan hasil analisis trend maka 
dapat dilihat pencapaian penerimaan 
Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten 
Mamuju Utara untuk periode tahun 2004 s/d 
2013 seperti terlihat pada Tabel 8. berikut ini: 
 
Tabel 8. Trend Penerimaan PAD Kabupaten Mamuju Utara 
Periode Tahun 2004-2013 
Tahun Penerimaan PAD (Rp) Pertumbuhan PAD (%) 
2004 4.409.727.931,00 - 
2005 5.859.221.982,15 132,87 
2006 5.562.886.681,00 94,94 
2007 5.593.786.641,18 100,56 
2008 5.599.052.558,12 100,09 
2009 8.470.020.013,08 151,28 
2010 5.659.027.827,15 66,81 
2011 9.091.386.734,01 160,65 
2012 11.782.663.308,67 129,60 
2013 15.390.772.753,65 130,62 
           Sumber: Data Primer, diolah kembali 2014. 
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Berdasarkan Tabel 8 terlihat bahwa 
penerimaan PAD pada tahun 2004 sebesar 
Rp. 4.409.727.931,00 dan dari tahun ke tahun 
mengalami peningkatan kecuali pada tahun 
2010 mengalami penurunan sebesar 
Rp.5.659.027.827,15 dari tahun 2009 sebesar 
Rp.8.470.020.013,08 dan kembali mengalami 
peningkatan di tahun berikutnya dan pada 
tahun 2013 meningkat sebesar 
Rp.15.390.772.753,65.  
Melihat pada potensi (capaian) 
Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten 
Mamuju Utara periode tahun 2004-2013 di 
atas, maka komponen PAD (pajak daerah, 
retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan 
daerah yang dipisahkan, dan lain-lain PAD 
yang sah) merupakan bagian dari penerimaan 
daerah yang harus digali dari wilayah 
Kabupaten Mamuju Utara. Besarnya 
penetapan jumlah PAD tergantung pada 
potensi daerah dan kemampuan pemerintah 
daerah Kabupaten Mamuju Utara dalam 
memaksimalkan pengelolaan sumber-sumber 
PAD (pajak daerah, retribusi daerah, hasil 
pengelolaan kekayaan daerah yang 
dipisahkan, dan lain-lain PAD yang sah) yang 
dimiliki daerah.  
Kemampuan pemerintah daerah 
Kabupaten Mamuju Utara dalam hal ini dapat 
dilihat dari besar kecilnya Pendapatan Asli 
Daerah tersebut. Oleh karena itu diperlukan 
upaya-upaya yang optimal dalam 
meningkatkan PAD Kabupaten Mamuju 
Utara. Potensi sumber-sumber PAD yang 
dimiliki daerah Kabupaten Mamuju Utara dari 
sektor pajak daerah, hasil pengelolaan 
kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lain-
lain PAD yang sah cukup besar dan realisasi 
penerimaannya sudah tergolong tinggi karena 
melampaui target penerimaan atau nilai 
persentase penerimaannya ≥ 100,00%. 
Kecuali potensi PAD dari sektor retrbusi 
daerah realisasi penerimaannya masih 
tergolong rendah karena belum melampaui 
target penerimaan atau nilai persentase 
penerimaannya masih di bawah 100,00%, 
sehingga Pemerintah Daerah Kabupaten 
Mamuju Utara harus meningkatkan 
Ekstensifikasi dan Intensifikasi pengelolaan 
sumber-sumber penerimaan melalui 
pengembangan retribusi daerah dengan 
menegakkan peraturan daerah sebagai upaya 
yang dilakukan dan kebijakan yang diambil 
dengan tujuan untuk meningkatkan 
penerimaan Pendapatan Daerah. Selanjutnya 
upaya ekstensifikasi juga perlu dilakukan 
untuk menggali pos-pos (sumber-sumber) 
penerimaan baru dari sektor pajak daerah, 
hasil pengelolaan kekayaan daerah yang 
dipisahkan, dan lain-lain PAD yang sah 
sehingga potensi PAD yang telah ada saat ini 
dapat dipertahankan dan terus ditingkatkan.  
Upaya Intensifikasi atau optimalisasi 
penerimaan pendapatan daerah ditujukan 
untuk meningkatkan penerimaan dari sumber 
atau jenis penerimaan Pendapatan Daerah 
yang sudah ada, namun belum terkelola 
secara optimal atau masih memiliki potensi 
untuk dapat ditingkatkan atau dimaksimalkan 
agar pencapaian realisasi penerimaannya 
bertambah dan upaya Ekstensifikasi atau 
penambahan jenis obyek penerimaan 
pendapatan daerah ditujukan untuk mencari 
atau menggali potensi sumber-sumber baru 
penerimaan Pendapatan Daerah dan 
selanjutnya di Peraturan Daerah kan ke dalam 
bentuk pajak daerah, retribusi daerah, hasil 
pengelolaan kekayaan daerah yang 
dipisahkan, dan lain-lain PAD yang sah serta 
jenis penerimaan daerah lainnya. Sedangkan 
yang telah direalisasikan sampai saat ini 
sebagai sumber penerimaan pajak di 
Kabupaten Mamuju Utara yaitu enam jenis, 
sementara berdasarkan dalam Undang-
Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak 
dan Retribusi Daerah untuk pajak 
kabupaten/kota ada 11 (sebelas) jenis pajak 
daerah sehingga harus disesuaikan oleh 
Pemerintah Daerah Kabupaten Mamuju Utara 
sehingga penerimaan pajak menjadi lebih 
optimal pada APBD.  
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Kondisi Keuangan Pemerintah Daerah 
Kabupaten Mamuju Utara dalam 
Mewujudkan Kemandirian Keuangan 
Kabupaten Mamuju Utara Periode Tahun 
2004-2013  
 
1. Tingkat Ketergantungan Keuangan 
Daerah Kabupaten Mamuju Utara 
Tingkat ketergantungan pemerintah 
daerah Kabupaten Mamuju Utara terhadap 
alokasi dana bantuan dari pemerintah pusat, 
memperlihatkan kesiapan daerah dalam 
menggali sumber dana potensi lokal yang 
tergantung di dalamnya dalam satuan persen. 
Semakin tinggi angka yang ditunjukkan pada 
Rasio Ketergantungan Keuangan Daerah ini, 
maka semakin besar tingkat ketergantungan 
pemerintah daerah Kabupaten Mamuju Utara 
terhadap pemerintah pusat atau pemerintah 
provinsi dan sebaliknya. 
Rasio Ketergantungan Keuangan 
Daerah (RKKD) Kabupaten Mamuju Utara 
untuk periode tahun 2004-2013, dihitung 
dengan cara membandingkan jumlah 
Pendapatan Asli Daerah yang diterima oleh 
pemerintah daerah Kabupaten Mamuju Utara 
dengan total penerimaan daerah APBD tanpa 
subsidi. Rasio ini dirumuskan sebagai berikut 
(Mahmudi, 2009): 
           
      RKKD = 
Subsidi Tanpa APBD Penerimaan Total
Daerah Asli Pendapatan
 x 100% 
 
Berdasarkan hasil perhitungan, maka diperoleh Rasio Ketergantungan Keuangan Daerah 
Kabupaten Mamuju Utara periode tahun 2004-2013, sebagaimana terlihat pada Tabel 9 berikut ini: 
 
Tabel 9. Rasio Ketergantungan Keuangan Daerah Kabupaten Mamuju Utara 
Periode Tahun 2004-2013 
Tahun PAD (Rp) Total Penerimaan APBD (Rp) Rasio (%) 
2004 4.409.727.931,00 133.647.390.264,00 3,30 
2005 5.859.221.982,15 169.257.878.870,00 3,46 
2006 5.562.886.681,00 296.781.312.145,60 1,87 
2007 5.593.786.641,18 308.958.841.389,50 1,81 
2008 5.599.052.558,12 348.359.959.461,75 1,61 
2009 8.470.020.013,08 425.394.063.796,85 1,99 
2010 5.659.027.827,15 438.875.511.960,00 1,29 
2011 9.091.386.734,01 461.822.773.814,15 1,97 
2012 11.782.663.308,67 481.344.609.743,00 2,45 
2013 15.390.772.753,65 497.178.349.950,60 3,10 
           Sumber: Data Primer, diolah kembali 2014. 
 
Jika Tabel 9 ditampilkan dalam bentuk 
grafik, maka terlihat tingkat ketergantungan 
keuangan daerah pemerintah daerah 
Kabupaten Mamuju Utara selama periode 
tahun 2004-2013 sebagaimana terlihat pada 
Gambar 1 berikut ini: 
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                Gambar 1. Rasio Ketergantungan Keuangan Daerah Kabupaten Mamuju Utara 
Periode Tahun 2004-2013 
 Sumber: Data Primer, diolah kembali 2014. 
 
Berdasarkan Tabel 9 dan Gambar 1 di 
atas terlihat bahwa rasio tingkat 
ketergantungan keuangan daerah Kabupaten 
Mamuju Utara terhadap alokasi dana bantuan 
dari pemerintah pusat untuk periode tahun 
2004-2013 dinilai sangat rendah karena 
berada pada kriteria penilaian ketergantungan 
keuangan daerah diantara antara 00,01 – 
10,00 dengan kategori penilaian 
ketergantungan keuangan daerah Kabupaten 
Mamuju Utara terhadap pemerintah pusat 
“Sangat Rendah”. Asumsi ini sesuai dengan 
kriteria penetapan ketergantungan keuangan 
daerah berdasarkan TIM Litbang Depdagri-
Fisipol UGM, dimana persentase PAD 
Kabupaten Mamuju Utara terhadap total 
penerimaan APBD Non Subsidi.  
Hasil temuan ini memberikan arti 
bahwa kinerja keuangan pemerintah daerah 
Kabupaten Mamuju Utara dilihat dari APBD 
untuk tahun anggaran 2004-2013 dinilai baik, 
disebabkan karena tingkat ketergantungan 
keuangan daerah Kabupaten Mamuju Utara 
terhadap pemerintah pusat sangat rendah. 
Kondisi ini disebabkan karena pemerintah 
daerah Kabupaten Mamuju Utara mampu 
mengoptimalkan penerimaan pendapatan 
daerah dari unsur-unsur PAD yang bersumber 
dari pajak daerah, retribusi daerah, hasil 
kekayaan daerah yang dipisahkan dan lain-
lain PAD yang sah. Hal ini dikarenakan 
Kabupaten Mamuju Utara memiliki kekayaan 
sumber daya alam yang melimpah baik di 
sektor perkebunan, pertanian dan perikanan 
didukung pula dengan sektor jasa-jasa dan 
industri yang sangat potensial digali sebagai 
sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD) dalam 
mendanai pembangunan di wilayah 
Kabupaten Mamuju Utara.     
Hasil penelitian ini tidak memberikan 
dukungan pada penelitian Nursyamin 
Sjarifuddin (2013), yang menemukan hasil 
bahwa rata-rata tingkat ketergantungan 
keuangan daerah Kabupaten Sigi terhadap 
pemerintah pusat pada kurun waktu periode 
tahun anggaran 2009-2013 adalah sebesar 
27,05%. Hal ini mengindikasikan bahwa 
kinerja PAD maupun sumber pendapatan 
daerah lainnya belum optimal dalam 
membiayai aktifitas pembangunan daerah, 
sehingga daerah masih sangat bergantung 
dengan adanya subsidi pemerintah melalui 
Dana Perimbangan. Apabila diklasifikasikan 
menurut kriteria penilaian tingkat 
ketergantungan keuangan daerah terhadap 
pemerintah pusat adalah Provinsi dengan 
tingkat Ketergantungan Keuangan Daerah 
Sedang.  
Sementara penelitian ini menemukan 
hasil bahwa rasio tingkat ketergantungan 
keuangan daerah Kabupaten Mamuju Utara 
terhadap alokasi dana bantuan dari 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
Tahun 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 
Pendapatan Asli Daerah (Rp) 4,409,72 5,859,22 5,562,88 5,593,78 5,599,05 8,470,02 5,659,02 9,091,38 11,782,6 15,390,7 
Total Penerimaan APBD (Rp) 133,647, 169,257, 296,781, 308,958, 348,359, 425,394, 438,875, 461,822, 481,344, 497,178, 
Rasio (%) 3.30 3.46 1.87 1.81 1.61 1.99 1.29 1.97 2.45 3.10 
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pemerintah pusat untuk periode tahun 2004-
2013 dinilai sangat rendah tidak sampai 
mencapai 5%. Artinya, sesuai dengan hasil 
penelitian ini terlihat bahwa ketergantungan 
keuangan daerah Kabupaten Mamuju Utara 
terhadap pemerintah pusat “Sangat Rendah” 
sedangkan dalam penelitian Nursyamin 
Sjarifuddin (2013) terlihat bahwa tingkat 
ketergantungan keuangan daerah pemerintah 
Kabupaten Sigi terhadap pemerintah pusat 
adalah Provinsi berada dalam kriteria 
penilaian memiliki tingkat Ketergantungan 
Keuangan Daerah Sedang. 
 
2. Tingkat Kemandirian Keuangan Daerah 
Kabupaten Mamuju Utara 
Tingkat kemandirian keuangan daerah 
Kabupaten Mamuju Utara menggambarkan 
ketergantungan daerah terhadap sumber daya 
ekstern. Semakin tinggi rasio kemandirian 
mengandung arti bahwa tingkat 
ketergantungan daerah terhadap bantuan 
pihak ekstern (terutama pemerintah pusat dan 
propinsi) semakin rendah, demikian pula 
sebaliknya.  
Rasio Kemandirian Daerah, 
menunjukkan tingkat kemampuan pemerintah 
daerah Kabupaten Mamuju Utara dalam 
membiayai sendiri pemerintahan, 
pembangunan dan pelayanan kepada 
masyarakat yang telah membayar pajak dan 
retribusi sebagai sumber pendapatan yang 
diperlukan daerah.  
Kemandirian daerah Kabupaten 
Mamuju Utara ditunjukkan oleh besar 
kecilnya PAD dalam satuan persen. Semakin 
tinggi angka yang ditunjukkan pada rasio ini, 
maka tingkat kemandirian keuangan 
pemerintah daerah akan semakin tinggi dan 
sebaliknya. 
Rasio Kemandirian Keuangan Daerah 
Kabupaten Mamuju Utara untuk periode 
tahun 2004-2013, dihitung dengan cara 
membandingkan jumlah penerimaan 
Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Mamuju 
Utara dibagi dengan Dana Perimbangan dari 
pemerintah pusat dan provinsi. Rasio ini 
dirumuskan sebagai berikut (Mahmudi, 
2009): 
 
                                   Rasio Kemandirian = 
nPerimbanga Dana
Daerah Asli Pendapatan
 x 100%      
   
Berdasarkan hasil perhitungan, maka 
diperoleh rasio kemandirian keuangan daerah 
Kabupaten Mamuju Utara untuk periode 
tahun 2004-2013, sebagaimana terlihat pada 
Tabel 10 berikut ini: 
 
Tabel 10. Rasio Kemandirian Keuangan Daerah Kabupaten Mamuju Utara 
Periode Tahun 2004-2013 
Tahun PAD (Rp) Bantuan Pusat/DAU (Rp) Rasio (%) 
2004 4.409.727.931,00 34.868.000.000,00 12,65 
2005 5.859.221.982,15 47.476.000.000,00 12,34 
2006 5.562.886.681,00 146.419.320.000,00 3,80 
2007 5.593.786.641,18 163.409.000.000,00 3,42 
2008 5.599.052.558,12 184.708.175.000,00 3,03 
2009 8.470.020.013,08 192.506.834.000,00 4,40 
2010 5.659.027.827,15 208.690.081.000,00 2,71 
2011 9.091.386.734,01 227.777.163.000,00 3,99 
2012 11.782.663.308,67 299.588.574.000,00 3,93 
2013 15.390.772.753,65 338.786.109.000,00 4,54 
           Sumber: Data Primer, diolah kembali 2014. 
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Jika Tabel 10 ditampilkan dalam 
bentuk grafik, maka terlihat tingkat 
kemandirian keuangan daerah Kabupaten 
Mamuju Utara selama periode tahun 2004-
2013 sebagaimana terlihat pada Gambar 2 di 
bawah ini: 
 
Gambar 2. Rasio Kemandirian Keuangan Daerah Kabupaten Mamuju Utara 
Periode Tahun 2004-2013 
Sumber: Data Primer, diolah kembali 2014. 
 
Berdasarkan Tabel 10 dan Gambar 2 
di atas terlihat bahwa rasio tingkat 
kemandirian keuangan daerah Kabupaten 
Mamuju Utara untuk periode tahun 2004-
2013 dinilai sangat baik dan baik tidak sampai 
mencapai di atas 20%. Asumsi ini sesuai 
dengan kriteria penetapan kemandirian 
keuangan daerah berdasarkan TIM Litbang 
Depdagri-Fisipol UGM, dimana persentase 
PAD Kabupaten Mamuju Utara terhadap dana 
perimbangan (DAU) berada diantara kisaran 
00,01 – 10,00 dan 10,01 – 20,00 dengan 
kriteria penilaian kemandirian keuangan 
daerah Kabupaten Mamuju Utara berada 
dalam kategori penilaian “Sangat Baik” dan 
“Baik”. 
Hal ini memberikan arti bahwa 
ketergantungan pemerintah daerah Kabupaten 
Mamuju Utara terhadap bantuan pemerintah 
pusat sangat rendah, ditandai dengan kecilnya 
persentase Pendapatan Asli Daerah (PAD) 
terhadap Dana Perimbangan sehingga tingkat 
kemandirian keuangan daerah Kabupaten 
Mamuju Utara selama periode tahun 2004-
2013 dalam membiayai sendiri pemerintahan, 
pembangunan dan pelayanan kepada 
masyarakat sangat baik. Realita ini 
disebabkan karena pemerintah daerah 
Kabupaten Mamuju Utara melalui otonomi 
daerah yang ada mampu memanfaatkan 
peluang dengan sebaik-baiknya didalam 
mengelola potensi-potensi sumber daya alam 
yang dimiliki sehingga daerah dapat 
menetapkan pendapatannya sendiri sesuai 
dengan aturan-aturan dan ketentuan yang 
berlaku. 
Potensi sumber pendapatan yang telah 
tergarap selama ini, pengelolaannya mampu 
dioptimalkan pemerintah daerah Kabupaten 
Mamuju Utara dan sekaligus terus menggali 
dan mencari sumber-sumber pendapatan baru. 
Kerja keras dan optimisnya pemerintah 
daerah Kabupaten Mamuju Utara dan 
masyarakat dalam menggali sumber 
Pendapatan Asli Daerah, terwujud dengan 
baik yang ditandai besarnya pendapatan yang 
dapat dicapai oleh Pemerintah, dan terus 
mengalami peningkatan yang cukup berarti 
selama kurun waktu periode penelitian dari 
tahun 2004 s/d 2013. Kondisi inilah yang 
membuat tingkat kemandirian keuangan 
daerah Mamuju Utara selama periode tahun 
2004-2013 berada dalam kriteria penilaian 
“Baik”. 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
Tahun 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 
Pendapatan Asli Daerah (Rp) 4,409,72 5,859,22 5,562,88 5,593,78 5,599,05 8,470,02 5,659,02 9,091,38 11,782,6 15,390,7 
Bantuan Pusat/DAU (Rp) 34,868,0 47,476,0 146,419, 163,409, 184,708, 192,506, 208,690, 227,777, 299,588, 338,786, 
Rasio (%) 12.65 12.34 3.80 3.42 3.03 4.40 2.71 3.99 3.93 4.54 
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Hasil penelitian ini tidak memberikan 
dukungan pada penelitian Sjarifuddin (2013), 
yang menemukan hasil bahwa rata-rata 
tingkat kemandirian keuangan daerah 
Kabupaten Sigi selama periode tahun 
anggaran 2009-2013 adalah 1,58% sehingga 
diklasifikasikan menurut kriteria penilaian 
kemandirian keuangan daerah adalah 
kabupaten dengan Tingkat Kemandirian 
Keuangan Daerah Sangat Rendah. Hal ini 
menunjukkan bahwa Kabupaten Sigi selama 
periode 2009-2013 memiliki kemandirian 
keuangan yang sangat kurang sehingga 
memiliki ketergantungan tinggi terhadap 
bantuan pemerintah pusat melalui dana 
perimbangan dalam melaksanakan otonomi 
daerah dan desentralisasi fiskal. 
Sementara penelitian ini menemukan hasil 
bahwa rasio tingkat kemandirian keuangan 
daerah Kabupaten Mamuju Utara untuk 
periode tahun 2004-2013 dinilai baik karena 
berada pada batasan kriteria penilaian antara 
10,01 s/d 20,00 dengan kriteria penilaian 
kemandirian keuangan daerah berada dalam 
kondisi baik. Hal ini memberikan arti bahwa 
tingkat ketergantungan pemerintah daerah 
Kabupaten Mamuju Utara terhadap bantuan 
pemerintah pusat rendah, ditandai dengan 
kecilnya persentase Pendapatan Asli Daerah 
(PAD) terhadap Dana Perimbangan. Artinya, 
sesuai dengan hasil penelitian ini terlihat 
bahwa kemandirian keuangan pemerintah 
daerah Kabupaten Mamuju Utara dinilai baik 
terlihat pada ketergantungan pemerintah 
daerah Kabupaten Mamuju Utara terhadap 
bantuan pemerintah pusat yang tergolong 
rendah. Sedangkan dalam penelitian 
Nursyamin Sjarifuddin (2013) terlihat bahwa 
tingkat kemandirian keuangan daerah 
pemerintah Kabupaten Sigi sangat rendah 
terlihat pada tingkat ketergantungan 
pemerintah Kabupaten Sigi terhadap bantuan 
pemerintah pemerintah pusat melalui dana 
perimbangan yang masih tergolong tinggi 
dalam melaksanakan otonomi daerah dan 
desentralisasi fiskal. 
 
KESIMPULAN DAN REKOMENDASI 
 
Kesimpulan 
1. Capaian Pendapatan Asli Daerah (PAD) di 
Kabupaten Mamuju Utara periode tahun 
2004-2013 mengalami trend pertumbuhan 
dalam setiap tahunnya.  
2. Kondisi keuangan pemerintah daerah 
Kabupaten Mamuju Utara dalam 
mewujudkan kemandirian keuangan untuk 
periode tahun 2004-2013 dinilai dengan 
kriteria penilaian berada dalam kondisi 
keuangan daerah yang baik. Hal ini 
memberikan arti bahwa tingkat 
ketergantungan pemerintah daerah 
Kabupaten Mamuju Utara terhadap 
bantuan pemerintah pusat tergolong 
rendah, ditandai dengan kecilnya 
persentase Pendapatan Asli Daerah (PAD) 
terhadap Dana Perimbangan. 
 
Rekomendasi 
1. Besarnya kontribusi PAD Kabupaten 
Mamuju Utara masih perlu ditingkatkan 
dalam menunjang pelaksanaan 
pembangunan daerah yang terus meningkat 
di tahun-tahun akan datang. 
2. Kualitas SDM/Aparat Pemerintah Daerah 
senantiasa perlu terus ditingkatkan dari 
yang telah ada selama ini agar menjadi 
lebih profesional dan handal dalam upaya 
mengelola dan menggali potensi PAD 
khususnya sumber-sumber pajak dan 
retribusi daerah. 
3. Pemerintah daerah Kabupaten Mamuju 
Utara perlu meningkatkan sektor-sektor 
yang dominan dalam memberikan 
sumbangan terhadap PDRB yaitu sektor 
pertanian, perdagangan, hotel dan restoran 
serta sektor industri. 
4. Pemerintah Daerah Kabupaten Mamuju 
Utara perlu meningkatkan pengeluaran 
pemerintah dari segi pengeluaran 
pembangunan agar pembangunan 
Kabupaten Mamuju Utara dapat dilakukan 
dengan optimal. 
Mahyuddin, Analisis Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Mamuju Utara Periode Tahun 2004-2013………………39 
 
UCAPAN TERIMA KASIH 
 
Dalam kesempatan ini, penulis ingin 
mengaturkan banyak terima kasih yang 
setinggi-tingginya dan setulus-tulusnya 
kepada yang terhormat Bapak Dr. Mauled 
Moelyono, S.E., MA., selaku Ketua Tim 
Pembimbing dan Bapak Dr. Suparman, S.E., 
M.Si., selaku Anggota Tim Pembimbing, 
yang telah banyak mencurahkan perhatian, 
bimbingan dan arahan kepada penulis sejak 
perencanaan penelitian sampai penulisan tesis 
ini. 
 
DAFTAR RUJUKAN 
 
Badan Pusat Statistik, 2014. Kabupaten 
Mamuju Utara dalam Angka Tahun 
2013. 
Insukrindo, Nursyamsi dan Rahbani, 2004. 
Peranan dan Pengelolaan Keuangan 
Daerah Dalam Usaha Peningkatan 
Pendapatan Asli Daerah, Laporan 
Penelitian Khusus Keuangan Daerah, 
FE-UGM, Yogyakarta. 
Jaya, Arifin, 2006. Pemerataan Pembangunan 
dan Otonomi Daerah. Jurnal Ekonomi 
dan Bisnis. Nomor 1. Tahun V. 
Salatiga. 
Koswara, 2000. Dampak Kebijakan 
Desentralisasi Fiskal Terhadap 
Ekonomi Regional dan Sektoral. 
Sukarta: Penerbit Emperika. 
Mahmudi, 2009. Perencanaan dan Kebijakan 
Sektor Publik. Jogjakarta: Penerbit PT. 
Raja Grafindo Persada. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Santoso, Arifin, 2005. Otonomi Daerah 
Peluang dan Tantangan. Jakarta: 
Penerbit PT. Sinar Agape Press.   
Saragih, Juli Panglima, 2003. Desentralisasi 
Fiskal dan Keuangan Daerah dalam 
Otonomi. Jakarta: Penerbit Ghalia 
Indonesia. 
Sjarifuddin, Nursyamin, 2013. Kondisi 
Keuangan Pemerintah Daerah 
Kabupaten Sigi Ditinjau dari Rasio 
Ketergantungan Keuangan Daerah dan 
Rasio Kemandirian Daerah, Tesis, 
Program Pascasarjana Universitas 
Tadulako, Untad. 
Suparmoko, 2001. Keuangan dan 
Pembangunan Daerah; Ekonomi 
Publik. Yogyakarta: Penerbit Andi 
Offset. 
Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 
Tentang Pemerintahan Daerah 
Tentang Perubahan Undang-Undang 
Nomor 22 Tahun 1999. 
Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 
Tentang Perimbangan Keuangan 
Antara Pemerintah Pusat dan 
Pemerintah Daerah Tentang 
Perubahan Undang-Undang Nomor 25 
Tahun 1999. 
Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 
Tentang Pajak Daerah dan Retribusi 
Daerah. 
Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 
Tentang Pajak Daerah dan Retribusi 
Daerah Tentang Perubahan Undang-
Undang Nomor 18 Tahun 1997. 
Widjaja, H.A.W., 2002. Otonomi Daerah dan 
Daerah Otonom. Jakarta: Penerbit PT. 
Raja Grafindo Persada.   
 
 
 
